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Progam Studi : Hukum Tata Negara

Putusan MK No. 34/PUU-X1/2013 mengenai peninjauan kembali (PK) khususnya
perkara pidana menyatakan bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP bertentangan dengan Undang
Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika dimaknai tidak
dikecualikan terhadap alasan ditemukannya Novum. Putusan ini mengejutkan dunia hukum
dan menuai kontroversi sehubungan dengan implikasi putusan MK tentang keadilan dan
kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji landasan
pemikiran Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi dan mengeluarkan
putusan MK No0.34/PUU-XI1/2013 dan juga menelaah lebih dalam sisi kepastian hukum dan
keadilan dari peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum Normativ. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka dan bahan primer berupa putusan MK No0.34/PUU-X1/2013. Dari
penelitian ini ditemukan landasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi
dan mengekuarkan putusannya adalah karena bertujuan untuk mecari keadilan dan kebenaran
materiil, keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu, pengadilan melindungi Hak Asasi Manusia
dengan tidak membatasi PK. Dalam penelitian ini juga di temukan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi NO 34/ PUU-XI1/2013 tidak mendektruksikan prinsip kepastian
hukum. Karena kepastian hukum sudah ada sejak upaya hukum banding dan kasasi. Wujud
nyata kepastian hukum ada ketika terpidana sudah dijatuhi putusan peninjauan kembali,
terpidana masih menjalani hukuman yang putuskan oleh hakim.
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